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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAII PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN2Ol8

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan peraturan
Daerah Provinsi Lampung tentang pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2OIZ;

1 . Pasa-l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkail Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 2S ,tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor g)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lem-baran
Negara Republik Indonesia Nomor 26gg);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19g5 tentang pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indondsia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dlngan
Undan_g.-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Neg"ara
Republik Indonesia Tahun lgg4 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O00 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999_ tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OOl;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234l.;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Peny'usunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6ral;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indone.sia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Ta}lwn 2072 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2OO7

tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor i4 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2077 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 455);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUITG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c, Neraca;

d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana
laporan kinerja dan ikhtisar
Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun 2017 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp. 6.813.755.009.492,40
b. Belanja dan Transfer Rp 6.948.838.067.137,69

dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan keuangan Badan Usaha Milik

Surplus
c. Pembiayaan

Penerimaal
Pengeluaran

Rp.

Rp.
Rp.

(13s.083.057 .645,29)

204.312.5L0.503,50
15.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 189.312.510.503,50

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.91 1.361.335.789,60
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja dan Transfer
b. Realisasi

Selisih lebih/kurang

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
b. Realisasi

Selisih lebih/kurang

Rp 7 .725.t16.345.282,OO
6.813.755.009.492,40Rp

Rp

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.
965.590.788.647 ,31 dengan rincian sebagai berikut:

911.361.335.789,60

7 .914.428.855.785,00
6.948.838.067 .137,69

Rp
Rp

3. Selisih defisit anggaran dengan realisasi
(Rp54.229 . 4 52.858,2 l) den gan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran defrsit Rp.
b. Realisasi Rp.

965.590.788.647,31

surplus sejumlah

(189.312.510.503,50)
(135.083.os7.A9,2pL

Selisih lebih/kurang Rp. (54.229.452.858,2r)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 204.312.510.503,50
b. Realisasi Rp. 204.312.510.503,50

Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:

Rp
Rp

15.000.000.000,00
15.000.000.000,00

Rp. 0 00

a. Anggaran pendapatan
b. Realisasi

Selisih lebih/ kurang

Rp.
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6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah RpO,00 dengan
rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 189.312.510.503,50
b. Realisasi Rp 189.312.510.503,50

Selisih lebih/ kurang 0,o0

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp.
b. Jumlah Kewajiban Rp.
c. Jumlah Ekuitas Rp.

(1) huruf c per 31 Desember

7.230.312.514.378,13
863.919.636.647,27

6.366.392.877.720,86

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

Rp 204 .312.5tO .503,50
1.313.025.354.448,35

( 1.463. t}g.4 t2.O93,64)
(98.s17.049,00)

Rp
Rp

Rp. 54. 130.935.809,21

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1)

huruf d Tahun Anggaran 2OL7 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2Ol7
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris/

non-anggaran
e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2Ol7

a Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI

Laporan realisasi anggaran;
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,
program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalain rangka
pengelolaan keuangan negara;
Laporan perubahan saldo anggaran lebih
Laporan operasional
Laporan perubahan ekuitas
Neraca
Laporan arus kas

Rp

Rp.

Pasal 4
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g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX
j. Lampiran X

k. Lampiran XI
L Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV
o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII
s. Lampiran XIX

Catatan atas laporan keuangan
Daftar rekapitulasi piutang daerah
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penysihan dana
bergulir
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah
Daftar rekapitulasi aset tetap daerah
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
Daftar rekapitulasi aset lainnya
Daftar dana cadangan daerah
Daftar kewajiban jangka pendek
Daftar kewajiban jangka panjang
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya
Ikhisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/ perusahaan daerah
Ikhisar laporan keuangan desa

t. Lampiran XX

u Lampiran Lainnya

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol7 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2Ol7 .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Agustus

GUBERNUR G

2018

o
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Agustus 2018
Pj. SEKRETARTS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI IS M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR..?.....,...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LATUPUNG (..q.... /?.SP.. P.A.l.E I

M
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k

g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX
j. Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV
o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII
s. Lampiran XIX

: Catatan atas laPoran keuangan
: Daftar rekapitulasi piutang daerah
: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penysihan dana

bergulir
: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
: Daftar 

- rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetaP daerah

: Daftar rtkapitulasi aset tetap daerah
: Daftar .-eka-pitulasi konstruksi dalam pengerjaan
: Daftar rekapitulasi aset lainnYa
: Daftar dana cadangan daerah
: Daftar kewajiban jangka Pendek
: Daftar kewajiban jangka Panjang
: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnYa

: Ikhisar Gpo..t, keuangan badan usaha milik
daerah/ perusahaan daerah

: Ikhisar laporan keuangan desa

t Lampiran XX

Lampiran LainnYa

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

fahun-"eng! aran 2OlT sebagai rincian lebih laniut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaa-n- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2Ol7 .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
D-aerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

ttd

Ir. HAMAR'TONI AHADIS. M.Si
Pemblna Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1008

Ditetapkan di Teiukbetung
Pada tanggal 29 Agustus 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

Salinan sesu dengan aslinya
KEPALA B O HUKI'M,

ZT'LFII(AR. S.H. M,II
Pemblna Utama Muda

NrP. 19680428 199203 1003

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Agustus 2018
Pj. SEKRSTARTS DAERAH PROVTNSI LAMPITNG,

M.RIDHO FICARDO

LEMBARAN DAERAH PROVIISI LAIUPUNG TAHUN 2018 ITOMOR 3
NOMoR REGISTER PERATITRAN DAERAII PROVINSI LAM:PIING:(3/ 2OO I 2Ot Al
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